PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
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Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Il Kabupaten Bantul JI. Lingkar Timur

Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: 55714 | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: domk@bantulkab.go.id

Bantul, 4 Juni 2025

Kepada
Nomor : B/100.3.8/00995 Yth. Bapak Bupati Bantul
Sifat . : Biasa Cq. Kabag. Hukum
Lampiran @ - . Setda Kabupaten Bantul
Hal . Keterangan/Penjelasan di—
tentang RAPERBUP Bantul

Dengan Hormat,

Menyusuli surat kami Nomor : B/100.3.8/00970, Tanggal 30 Mei 2025, Hal : Draf
Peraturan Bupati Bantul Perubahan PERBUP PPBMP, kami sampaikan
penjelasan/ keterangan terkait Rancangan Peraturan Bupati Bantul Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan Dalam Program Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan, sebagai berikut:

PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN

I. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan wilayah kalurahan didaerah diperlukan peran serta pemerintah
daerah melalui program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan,
dam mewujudkan percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah
dalam bidang pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan
menyelesaikan permasalahan strategis ditingkat padukuhan,

diperlukan dukungan Pemerintah Daerah melalui bantuan keuangan kepada
Pemerintah Kalurahan, Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Padukuhan (PPBMP);

Il. Identifikasi Masalah
Bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Padukuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diganti.

lll. Maksud dan Tujuan
Sebagai pedoman perangkat daerah dan pemerintah kalurahan dalam rangka
melaksanakan Program Bantuan Keuangan PPBMP dari Penganggaran
Perencanaan, Penyaluran, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring,
Pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban.

e Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
e Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



IV. Sasaaran Yang di Wujudkan

1.

2.

Tersusunnya pedoman sebagai payung hukum dalam rangka
Penganggaran Perencanaan, Penyaluran, Pelaksanaan, Pengawasan,
Monitoring, Pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban Bantuan
Keuangan PPBMP.

Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan PPBMP
oleh OPD dan pemerintah kalurahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

V. Pokok Pikiran, Ruang Lingkup atau Obyek Yang Akan Diatur

1.

2.

Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis
(menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru),
sosiologis (untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah, Pemerintah
Kalurahan dan penyedia (kelompok masyarakat) sebagai acuan dalam
rangka Penganggaran Perencanaan, Penyaluran, Pelaksanaan,
Pengawasan, Monitoring, Pelaporan sampai dengan pertanggung
jawaban Bantuan Keuangan PPBMP dan yuridis (pencabutan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan,
dikarenakan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
yang baru dan perkembangan hukum yang terjadi.

Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:

a. Ruang Lingkup Dan Prioritas, Kegiatan, Dan Sasaran Bantuan
Keuangan,

Penganggaran Dan Besaran Bantuan Keuangan,

Mekanisme Perencanaan Bantuan Keuangan,

Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan Bantuan Keuangan,
Penyelenggara Bantuan Keuangan,

Laporan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan,
Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan Kegiatan Bantuan
Keuangan,

Sisa anggaran bantuan keuangan.
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VI. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1.

2.

Jangkauan Pengaturan:

a. Bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan, menjadi
pedoman dalam melaksanakan penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta
monitoring dan evaluasi program Bantuan Keuangan PPBMP.

b. Pemberian Bantuan Keuangan PPBMP, bertujuan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaat untuk kelompok sasaran/masyarakat penerima bantuan
keuangan

Arah Pengaturan:

Untuk dilakukan pencabutan terhadap

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Padukuhan, dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan
dan perkembangan hukum yang baru.
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e Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
e Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi
pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ke KANWIL Kementerian Hukum
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Plt. KEPALA DINAS

HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH
Pembina Utama Muda, 1V/c
NIP. 197403221993111001
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Balai ¢ Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
?f{fﬁtg‘rfi‘k‘ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
e Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
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